
TAI{AH DA'{ PB{DAFIARAI{ YA PASCA BERI.AKUTYA UU. 1{O.41IAIIUI{ 2M4IETIAI{G .
WAXAF DI I(OIA SETUNAI{G

AFIF OOR

PNINSIP PEI{EGAKA HUTUM PEIA GGANA PERJAI{JIAII USB{SI MENE(IERI(E{/IT 
'AGUI{G SUJAI}IIKO

' t(0 $nurct mEDn, utnl(utruR/ulsltq DAl{ ExstslEtst UNoAI{G -ut{DAl{G PS{YlARArl Dl o
t DottEstA

AGUS MAI.AIII IRIAiIIO

mrA Brs rs DALA r HUBUT{GAI{I{YA DE{GAI{ rM!{SFoRMAS| GtoBAt DAr{ HUKU r0 lR/ll( SEmA a
PEREUAIAII iIE.AWAX HUI(UilI

BAIIBAT{G E(O IURIS O

URGET{SI il/ISIGH AI(ADEIIII( DAI.AiI PBIBETruKAI{ PENAIURAI{ PENUilDAIIG.U DAIIGAI{ YAI{G BAIK O
DEtfHA GUSilTAI{

KEGUTIAI{ - KEGUITAII YANG MEiIERLUIGI{ lzlt{ Dl XoTA SSIIARAflG O
DW FOERT{OiIO

}lAN O ISASI HUKUM HAX CIPTA PROGRIIiI KOMPI,IER DEI{GAI{ TUTIUR HUI(U IIASYANflGI O
tilDo ES|A

HASBIR PASMA GI

I IENVEISI KEilIAI{USIAAI{ DAI.AM PERSPEIfiIF PEIUIKIRAI{ I(OSMOPOUT O
,01(0 PRlYoilo

METDUDU|$(AI{ PEnAI{ HUrU tst-Ait DAt A t PEi|BAI{GUNAT{ HUKUM ilAStol{AL Dt tt{DonESUr (SUAru O
nflxluAr{ rcrATAt{EGAR/rAIu

A. KUiIEDI ,lA'FAR

R,I{GSI PETIBERIAJ{ lat| USAHA II{DUSIRI DAIAM PENGEI{DAIJIII{ PE{CEMANAI{ UilGKUIIGAI{ DI ERA O
PEM BAI{GUNAI{ EENWAWASAI'I UilGKU GAI{

RASDI
NilDAI( PIDAITA IERI{ADAP TEAiUT{AT{ ]IEGANA DALAM PERSPEKTIF DETIK POTMK U ITDOilESIA 

'RIO ARMAI{DA AGUSIIAT{

PEI{N GIIYA REVISI PEI{GAIURAI{ PER'AII'IAI{ XEN'A DI I DOI{ESUI 
'IR0ttu

IIUKUTII DAN PEUTU I VESTASI DAI.AIII PERBAI{TAI{ 
'Y. IEGUH HAI{DARUPRASETYO

HUKUM SEBAGAI AI.AT REI(AYASA SOSIAT DAIAM PRAKIEK BERHUKUM DI II{DOI{ESIA O
H. YACOS D'ASIIIAI{I

POLMK HUKUilI PEI{GAKUAN NEGARAIER}IADAP MASYARAKAI IIUKUM ADAT DA'{ HAK.HAI( O
InADISIOI{ATJ{YA

suKtRl{0
PE{E UAr{ HUKUI (RECHTSVT{DI G} DA PS{ClPtAAfl HUI(UM (RECrmSCHEpplt{Gl otEt HAt$ttt a

U rul( EWUJUDKAI{ KEADILAI{
SM MAUKHAIUT{ BADR]YAH

40

itid Nomor

3

tssN
2086-2695

JILID 40 NO. 3, JULI 2011 tssN 2086 - 2695

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

I

Halarnan

263 - 392

Semarang

iuli2011



MMH
JURNAL MASALAH.MASALAH HUKUM

ISSN 2085-2695
Akreditasi No.: 83/DIKTI I Rep I 2OO9

Jilid 40 Nomor 3, Juli 2O11

Terbit empat kalisetahun pada bulan Maret, Juni, September, Desember. Berisitulisan yang diangkat dari hasil
penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum. ISSN 2086-2695.

Ketua Penyunting
Prof. Dr Paulus Hadisuprapto, SH, MH

Penyunting Pelaksana

Amalia Diamantina, SH, MHum;Ani PuManti, SH, MHum; Budi lspriyarso, SH, MHum;

Dwi Pumomo, SH, MHum; Proi Dr. FX.AdjiSamekto, SH, MH;Marjo, SH, MHum;

Nur Rodlaeti, SH, Hum; Sukimo, SH, MSi

Pelaksana Tata Usaha

Susilowanto, SH, Aski Wlnami, SH

Pembantu Pelaksana Tata Usaha

Joko Saksono, SKom

Ajik Sujoko, SH, MH.

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Subag Akademis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, JI. lmam
Bardjo, SH No.1 Semarang 50241 Telepon (024)8316870, 8311517,8413841, 8,1419904, sambungan langsung
dan Fax. (024)8316870. Homepage: hftpJlrwwjumal.undiolaw.mm E-mail: iumal@undiplaw.com.

JURNAL MASALAH MASAI-AH HUKUM diterbitkan sejak I Januari 1974 oleh Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro Semarang.

Penyunting menerima sumbangan fulisan yang belum pemah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di
atas kefts HVS kuarto spasiganda sepanjang lebih kurang 15 halaman, dengan format seped tercantum pada
'Pedoman Penulisan Naskah" di bagian belakangjumal ini. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk
keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

Dicetak di PT. Petraya. lsi di luartanggung jawab Percetakan



MASATAH.MASALAH

HUKUM
Daflar Isi

Prinsip Penegakan Hukum Pelanggaran Perjanjian Lisensi MerekTerkenal
Agung Sujatmiko

Konstruksi Media, Multikulturalisme, Dan Eksistensi Undang -undang Penyiaran Di
Indonesia
Agus Maladi Irianto

Etika Bisnis Drlem Ilubungannya Dengan Tirnsformasi Globrl Dan Hukum Kontrak
Serta Perbuatan Melawan Hukum
Bambang Eko Turisno

Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
YangBaik
Delfina Gusman

Kegiat n - Kegiatan Yang Memerlukan Izin Di Kota Semarang
DwiPoemomo

I

263 -270

271-278

279 -290

291 -296

297 -3M

30s - 3r2

325 - 33t

332 -337

33E - 343

3M -34E

349 - 358

359 - 364

365 - 374

Harmonisasi Hukum Hak Cipta Program Komputer Dengan Kultur Hukum 313 -324
Masyarakat Indonesia
Hasbir Paserangi

Intervensi Kemanusiaan Dalam Perspektif Pemikiran Kosmopolit
Joko Priyono

Mendudukkan Peran Hukum Islam Dalam Pembangunan llukum Nasional Di
Indonesia (Suatu Tinjauan Ketatanegaraatr)
A. KumediJa far

Fungsi Pemberian Izin Usaha Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Di Eta Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Rasdi

Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dalam Perspektif Delik Politik Di
Indonesia
RioArmandaAgustian

Peutingnya Revisi Pengaturan Perjanjian Kerja Di Indonesia
Romi

Hukum Dan Pelaku InvestasiDalam Perbankan
Y. Teguh Handaruprasetyo

Hukum SebagaiAlatRekayasa Sosisl Dalam Praktek Berhukum Di Indone.sia
H. Yacob Djasmani

Penemuan Hukum (rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (rechtsschepping) Oleh
Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan
Siti Malikhatun Badriyah

Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dan Hak-hak 375 - 383
Tradisionalnya
Sukimo

384 - 392

rssN 2086 - 2695
Akreditosi No. : 83/DlKIl/Kep/2009

Jilid 4O, No. 3, Juli 201 1

Holomon 263 - 392

Perwakafan Tanah Dan Pendaftarannya Pasca Berlakunya IIU. No.41 Tahun 2004
Tentan gWakaf Di Kota Semarang
AfifNoor



PRINSIP PENEGAI(AN HTIKIIIU PELANGGARAN
PERJANJIAN LISENSI MERTK TERKENAL

Agung Sujatmiko
D,or?n Huhum HKI Fatult r Hutum t niye1slt rAltlangga

Abstact

Tradenarkisapalof lntellectualPropertyRights.lt hasbeenregulatedbythelawsince196l.Thetrade
marklaw cunently is Act No. 1512001.Trade markcan bewell known it advertised in manymedias, besides

registered in many countries. Well known markhas a high ennony value.ltis not only proftable but also

reputable, because lhe quality of wellknown markis remqnized by ansumers. The licensing agreement is

one of the ways to reduce the infingement of welll,ttown mak Hence, the license agreement hx an

important role. lt does not only give benefit for the licensor, but also for the licensee. Meanwhile, the

infiingement of wellknown marks that is done by third pany, the licensor or the licensee can sue lo the

commercial court. The law enforcement of the wellknownmark's license agreement are injunction,

canceliation sue and infringenent sue.

Keywords : enforcementof tadema* law, license,mark

Abstrak

Merek dagang adalah bagian dari Hak Kekayaan lntelektual. Hal ini telah diatur oleh hukun sejak 1961.
Hukum merek dagang saat ini adalah UU No 1512001. Merek dagang dapat dikenal iika diiklankan di
bebagai nedia, selain terdaftar di banyak negara. Merekterkenal nemiliki nilai ekononi tinggi. Halinitidak
hanya menguntungkan tetapi juga reputad, karena kualitas merek terkenal adalah nenjadi diakui oleh
konsumen. Perjanjian lisensi adalah salah satu cara untuk mengunngi pelanggaran merekterkenal. Oleh
karena itu, perjanjian lisensi nemiliki peran penting. Perjanjian lisensi tidak hanya menbeikan nanfaat
bagipemberi lisensi, tetapijuga untuk peneima Lisensi. Senenlara itu, untuk pelanggaran merekterkenal
yang dilakukan oleh pihak ketiga, pembei lisensi atau peneima lisensi dapat nenggugat ke pengadilan

konersial. Penegakan hukum perjanjian lisensi nerekterkenalberisi perintah, nenggugat dan menuntut
pelanggann.

Kata kunci : penegakan hukum merek, lisensi, merk.

Pelaksanaan perjanjian lisensi merek tidak dapat
dilepaskan dari sengketa yang diakibatkan karena
para pihak tidak memenuhi hak dan kewaiibannya
sebagaimana mestinya. Jika salah satu pihak
melanggar hal-hal yang telah disepakati dalam
perjanjian, maka akan timbul sengketa diantara
mereka. Jika ada sengketa, maka para pihak akan
membawa sengketa tersebut ke pengadilan, atau
diselesaikan melalui altematif penyelesaian sengketa
Sesuai dengan kesepakatan yang teriadi diantara
mereka.

Tidak tertutup kemungkinan, sengkela yang

timbul bukan disebabkan oleh para pihak yang terlibat
dalam perianjian, melainkan karena disebabkan oleh
pihak ketiga yang melakukan pelanggaran terhadap
hak merek yang menladi obyek perjanlian. Sengketa
itu akibat adanya kejahatan dan pelanggaran hak
merek yang dapat berupa penggunaan hak merek
yang sama pada pokoknya atau sama pada
keseluruhannya yang dilakukan oleh pihak ketiga.
Jika terjadi demikian, maka baik pemberi lisensi
selaku pemilik merek yang dilanggar maupun
penerima lisensi sama-sama memiliki hak untuk
mengajukan gugatan pada pihak pelanggar. Gugatan
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tersebut dapat berupa gugatan pelanggaran merek

atau gugatan pembatalan pendaftaran merek.

Gugatan pelanggaran merek tersebut merupakan

upaya hukum perdata yang bisa ditempuh oleh para

pihak karena haknya dirugikan dan dilakukan dengan

kesengalaan oleh pelanggar. Di samping upaya
gugatan perdata dalam bentuk gugatan pelanggaran

merek tersebut, para pihak juga bisa menempuh

upaya luntutan pidana ke pengadilan, dengan

membuat pengaduan pada polisi selaku penyidik. Hal

ini disebabkan karena tindak pidana yang berkaitan

dengan kejahatan dan pelanggaran hak merek

merupakan tindak pidana aduan, yang hanya akan

diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari pihak

yang dirugikan. Namun sebelum upaya perdata dan
pidana yang dilakukan oleh para pihak yang dirugikan

dilakukan, para pihak bisa meminta penetapan

sementara pengadilan dengan tujuan supaya
kerugiannya tidak bertambah besar. Artikel ini akan

membahas tentang upaya penegakan hukum yang

bisa dilakukan jika terjadi sengketa dalam
pelaksanaan perjanjian lisensi merek yang

disebabkan karena pelanggaran pihak ketiga.

Penetapan Sementara Pengadilan
Berdasarkan Pasal 85 UU No. 15/2001 tentang

merek (UUM), para pihak yang hak mereknya
dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga
untuk menerbitkan surat penetapan sementara
tentang, pencegahan masuknya barang yang

berkaitan dengan pelanggaran hak merek dan
penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan
pelanggaran merek tersebut. Tujuan penetapan

sementara tersebut adalah untuk mencegah
kerugian yang lebih besar dari pihak yang haknya
dilanggar. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 44

ayat (1)TRlPs yang menentukan :

(1) The judicial authorifies shall have the authority
to order a pafty to defisit from an infringement,
inter alia to prevent the entry into the channels of
commerce in their juisdicfion of impofted goods
that involve the infringenent of intellectual
property right, immediately after customs
clearance od such goods. Members are not
obliged to accord such adhority in respect of
protected subject mafter acAuked or ordered by a
person prior to knowing or having reasonable
grounds to know that dealing in such sub.lecl

matter would entail the infingenent of intellectual
propefiright.

Menurut Pasal 86 UUM, permohonan penetapan

sementara tersebut diajukan secara tertulis kepada

Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai

berikut:

a. melampirkan bukti kepemilikan merek;

b. melampirkan bukti adanya petunluk awal yang

kuat atas teriadinya pelanggaran Merek;

c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau

dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan
diamankan untuk keperluan pembuktian;

d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga

melakukan pelanggaran Merek akan dapat
dengan mudah menghilangkan barang bukti;

e. membayar jaminan berupa uang tunai atau
jaminan bank.

Jika penetapan sementara tersebut telah
dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera
memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan
dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut
untuk didengar keterangannya. Sedangkan dalam
hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat
penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang

memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan

untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
dikeluarkannya penetapan sementara tersebut (Pasal

87 UUM).

Pasal 88 UUM menetapkan, dalam hal penetapan

sementara :

a. dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan
harus dikembalikan kepada pemohon penetapan

dan pemohon penetapan dapat mengajukan
gugatan sebagaimana dimaksuC PasalT6 UUM;

b, dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan
harus segera diserahkan kepada pihak yang

dikenai tindakansebagaiganti rugiakibatadanya
penetapan sementara tersebut,

Berkenaan dengan pencegahan masuknya
barang yang berkaitan dengan hak merek, Pasal 54
UU No.10/ 1995 Tentang Kepabeanan menegaskan
bahwa,

Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas
merek atau hak cipta, Ketua Pengadilan Negeri
setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis
ke pad a Pejabat Bea Cukai untuk
menanggguhkan sementara waktu pengeluaran

barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean

I
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yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga

merupakan hasil pelanggaran merek dan hak

cipta yang dilindungi di lndonesia.

Menurut Pasal 57 UU No.10/'1995 ayat ('l),

Penangguhan pengeluaran barang dilaksanakan

untuk langka waKu paling lama 10 (sepuluh) hari

keria. Jangka waktu sepuluh hari keria tenebut
disediakan untuk memberi kesempatan kepada pihak

yang meminla penagguhan agar segera mengambil

langkah untuk mempertahankan haknya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sementara ayat (2) menyatakan, jangka

wakfu tersebut, berdasarkan alasan dan dengan

syarat dapat diperpanjang untuk paling lama sepuluh
(10) hari kerja dengan perintah tertulis Ketua

Pengadilan Negeri setempat.

Permintaan penangguhan sementara waktu
pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan
pabean, berdasarkan Pasal 54 UU No. 10/1995 harus

diserlai :

a. bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran

merek atau hak cipta yang bersangkutan;
b. bukti pemilikan hak merek atau hak cipta yang

bersangkutan;
c. perincian dan keterangan yang lelas mengenai

barang impor atau ekspor yang dimintakan
penangguhan pengeluarannya, agar dengan
cepatdapatdikenali oleh PejabatBeadan Cukai;

d. jaminan.

Menurut penjelasan Pasal 54 tersebut,
keberadaanjaminan diperlukan untukkepentingan :

a. Melindungi pihak yang diduga melakukan
pelanggaran dari kerugian yang tidak perlu;

b. Mengurangi kemungkinan berlangsungnya
penyalahgunaan hak;

c. Melindungi pe.jabat bea dan cukai dari
kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi karena
dilaksanakannya perintah penangguhan.

Menurut ketenhran Pasal 62 UU No. 10/1995,
disamping atas permintaan pemilik atau pemegang
hak atas merek, tlndakan penangguhan pengeluaran
barang impcr alau ekspor dapat pula dilakukan
karena jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai apabila
terdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebul
merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak
merek. Tujuannya adalah untuk mencegah peredaran
barang-barang yang merupakan atau berasal dari
hasil pelanggaran hak merek yang berdampak buruk

Agung Suidn <o, Penegak Hukum tlerckTe*enal

terhadap perekonomian.

Ketentuan tentang penangguhan pengeluaran

barang yang diduga merupakan pelanggaran merek

tersebut merupakan tindakan yang sifatnya preventif

untuk mencegah peredaran barang-barang dengan

merek palsu ke masyarakat. Pemilik merek yang

dirugikan maupun aparat bea cukai merupakan pihak

yang dapat mencegah peredaran barang barang

dengan merek palsu tersebut dengan tujuan tidak
merugikan konsumen. Ketentuan itu merupakan

suatu hal yang mendukung upaya penetapan

sementara yang dikeluarkan oleh pengadilan agar
pemllik merek tidak menderita kerugian yang semakin

besar. Salah satu tujuan penetapan sementara
pengadilan adalah untuk mencegah masuknya

barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak

merek. Tujuan ifu dapat dengan mudah tercapai

apabila barang yang diduga hasil pelanggaran hak

merek masih dalam kawasan pelabuhan atau

bandara dibawah pengawasan dan wewenang aparat

bea cukai unfuk proses pengeluarannya. Dalam

sistem common lar penetapan sementara ini dikenal
dengan nama injunc:tion. Sementara dalam hukum

acara perdata dikenal adanya putusan sela, hanya
perbedaannya dalam putusan sela tersebut didahului
adanya gugatan yang dimohonkan dan didaftarkan di
Pengadilan.

Gugatan Pembatalan
Sengketa yang terjadi akibat pelanggaran merek

bisa disebabkan oleh pihak ketiga yang tidak berada

dalam hubungan lisensi. Pelanggaran yang dilakukan
oleh pihak ketiga tersebut bisa berupa penggunaan

merek yang sama pada pokoknya alau sama pada

keseluruhannya. Jika terjadi pelanggaran merek
seperti itu, pihak yang dirugikan bisa mengajukan
gugatan pembatalan pendaftaran merek. Ketentuan
tentang gugatan pembatalan diatur dalam Pasal 68
sampai dengan Pasal 72 UUM. Pasal 68 ayat (1)

menegaskan, "Gugatan pembatalan pendaftaran

Merek dapat diajukan oleh pihak yang
berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6'.
Berdasarkan ketenluan itu, apabila ada pihak ketiga
yang telah mendaftarkan merek atas namanya, tetapi
melanggar ketentuan yang berlaku, pendaftaran

mereknya bisa dibatalkan. Alasan untuk mengajukan
gugatan pembatalan adalah sebagaimana terdapat
dalam Pasal 4 yang berkaitan dengan itikad baik
pihak ketiga tersebut dalam mendaftarkan mereknya.
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Pihak ketiga tersebut sengaja mendaftarkan
mereknya, tetapi mengetahui bahwa merek yang

didaflarkan bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6

UUM, mengenai persyaratan materiil merek.

Berkaitan dengan pelanggaran terhadap lisensi

merek yang berlangsung, pelanggaran yang terjadi

khususnya adalah ketenluan yang terdapat dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. Ketentuan pasal itu

berkaitan dengan pendaftaran merek yang

mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang

sudah terdafiar lebih dahulu untuk barang dan/atau

,jasa yang sejenis. Di samping itu berkaitan dengan
pendaflaran merek yang mempunyai persamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek
yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang

dan/atau jasa sejenis.
Pendaftaran yang dilakukan oleh pihak ketiga

tersebut melanggar merek terkenal yang sedang

dibuat perianjian lisensi antara pemilik merek selaku
pemberi lisensi dan pihak lain sebagai penerima

lisensi. Jika hal itu teriadi, maka baik pihak pemberi

lisensi maupun penerima lisensi dapat mengajukan
gugalan pembatalan atas pendaftaran merek yang

dilakukan oleh pihak ketiga tersebut ( Pasal 68 ayat I
UUM). Gugatan itu dapat dilakukan oleh pemilik

merek yang terdaftar di Kantor Direktorat Jenderal
HKl. Jika pemilik merek yang belum mendaftarkan
mereknya ingin mangajukan gugatan pembatalan,

terlebih dahulu ia harus mendafiarkan mereknya
(Pasal 68 ayat 2 UUM). Hal yang demikian adalah
logis, karena undang-undang hanya mengakui dan
memberikan perlindungan hukum pada merek yang

terdaftar saia.
Penerima lisensi juga diberi hak untuk

mengajukan gugatan pembatalan sebagai pihak
yang berkepentingan terhadap merek yang
bersangkutan. lni disebabkan karena penerima

lisensi merupakan pihak yang sedang menggunakan
merek yang bersangkutan untuk produksi barang dan
atau jasa. Penggunaan merek oleh penerima lisensi
dalam hal ini disamakan dengan penggunaan oleh
pemilik merek, sehingga dalam konteks ini, baik
pemberi lisensi dan penerima lisensi merupakan
pihak yang paling berkepentingan terhadap
pendaftaran merek oleh pihak lain yang mengandung
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan merek yang sedang dipergunakannya.

UUM tidak menyebutkan mengenai persyaralan

berkaitan dengan gugatan pembatalan yang

dilakukan oleh penerima lisensi. Berdasarkan

ketentuan persyaratan pada pemilik merek selaku

pemberi lisensi, maka persyaratan itu juga harus

diberlakukan pada penerima lisensi, yakni ia haruslah

telah mendaftarkan perjaniian lisensinya pda kantor

Direktorat Jenderal HKI sebagaimana persyaratan

yang diharuskan oleh undang-undang. Pendaftaran

dan pencatatan lisensi merek, disamping bermanfaat

bagi para pihak yang membuatnya, menurut

ketentuan Pasal 43 ayat (3) UUM, iuga berlaku

terhadap pihak ketiga. Ketentuan itu, mengandung

makna, bahwa setelah perjanjian lisensi merek

terdaftar dan tercatat secara sah, pihak ketiga tidak

boleh menggunakan merek yang bersangkutan,

karena akan merugikan baik pemberi lisensi maupun

penerima lisensi.

Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada

Pengadilan Niaga. (Pasal 68 ayat 3 UUM). Jika
penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar

wilayah Negara Republik lndonesia, gugatan diajukan

kepada Pengadilan Niaga di Jakarta (Pasal 68 ayat 4
UUM). Batas waktu untuk mengajukan gugalan

adalah lima (5) tahun sejak tanggal pendaftaran

Merek (Pasal 69 ayat I UUM). Namun jika merek
yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas

agama, kesusilaan, atau keterliban umum, batas
waktu tersebut menjadi tidak berlaku, artinya gugatan

dapat diajukan tanpa batas waktu (Pasal 69 ayat 2

UUM). Hal itu terbukti dengan putusan Pengadilan

Niaga Nomor l4llvlereU2008PN. Niaga Jkt.Pst dan

Putusan Mdoamah Agung No. 440/KlPdt.Sus/2008
tentang Pembatalan Merek Alaia.' Dalam kasus

tersebut baik Pengadilan Niaga maupun Makhamah

Agung berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 69
ayat (2) UUM gugatan pembatalan dapat diajukan

tanpa batas wakfu apabila merek yang bersangkutan

bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan,

atau ketertiban umum. Menurut penjelasan pasal 69
ayat (2) termasuk dalam pengertian bertentangan
dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak
baik. Dalam kasus itu tergugat mendaftarkan merek
Alaia yang mengandung persamaan pada pokoknya

alau keseluruhannya dengan merek penggugatAlaia.

MerekTergugatdidaftarkan sejaktanggal 2 Mei 2002,
sementara Penggugat baru mengajukan gugatan
pembatalan tanggal 10 Maret 2008. Pengadilan

1 Putrsan Peogadihn Nie{aJalcGPt6atNmor l{lrerek2008/PN. Niaga.JktPstdan Putusan i,lakhamahAgung No.,{0K/PdlSrMoo8.
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berpendapat bahwa meskipun gugatan pembatalan

telah melampaui waktu, tetapi karena merek Alaia

didaftarkan oleh Tergugat dengan itikad tidak baik,

maka gugatan tetap dapat diterima. Pengadilan

berpendapat Tergugat berilikad tidak baik, karena ia

mendaftarkan merek yang mengandung petsamaan

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

Penggugat.
Putusan serupa teriadi dalam kasus pembatalan

merek terkenal C;esare Paciotti antara Perusahaan

Cesare Paciotti(Cespa SRL) yang berkedudukan di

Civitanova Marche, Via Delle Veigini, ltaly sebagai
penggugat melawan Phong San Po yang

berkedudukan di Jakarta, lndonesia sebagai tergugat

dan telah diputus oleh Makhamah Agung melalui
putusan Nomor 021 t(NftlAKl/2002 Tanggal 19

Desember 2002.' Dalam putusannya Makhamah

Agung berpendapat bahwa tergugat telah berilikad

tidak baik dalam mengalukan permohonan
pendaftaran merek Cesare Paciotti, karena tergugat

dalam mendaftarkan mereknya dilandasi oleh niat
yang tidak jujur untuk nreniru, menjiplak atau

membonceng ketenaran merek milik pihak lain atau

dapat mengecoh atau menyesatkan para konsumen.

Dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK), Makhamah

Agung berpendapat sama, dan karena tergugat
beritikad tidak baik, maka pihak yang dirugikan tidak
terikat batas wakfu lima tahun sejak pendaftarannya.

Makhamah Agung berpendapat gugatan pembatalan

merek dapat diajukan kapan saja apabila merek yang

telah terdaftar tersebut merupakan merek yang

bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan
atau ketertiban umum.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga terkait
gugatan pembatalan tersebut tidak bisa dimintakan
banding, hanya dapat diajukan kasasi. Setelah
diputus oleh Pengadilan Niaga dan Makhamah
Agung, putusan tersebut segera disampaikan
kepada Direktorat Jenderal HKl, unluk dilaksanakan
pembatalan atas pendaftaran merek yang
bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan
mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.
Selanjutnya pembatalan pendaflaran merek akan
dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan cara
mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar
Umum Merek dengan memberi catatan tentang
alasan-alasannya dan tanggal pembalalan (Pasal 71

ayat 1 UUM). Pembatalan pendaftaran tersebut

Agung Suiatniko, Penegakai Hukun l4eBkle* al

diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek

alau kuasanya dengan menyebutkan alasannya dan

memberikan penegasan bahwa sejak tanggal
pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek

yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Akibat pembatalan dan pencoretan pendaftaran

tersebut, Merek yang bersangkutan tidak
memperoleh perlindungan hukum lagi. Perlindungan

hukum atas hak merek yang bersangkutan berakhir,

karena merek yang bersan gkutan ternyata melanggar

hak merek pihak lain. Dalam konteks pedanjian lisensi

merek, apabila yang mengalukan gugalan
pembatalan tersebut adalah baik pemberi lisensi

maupun penerima lisensi, maka keduanya akan

menladi pihak yang paling berhak atas merek

tersebut. Sengketa mengenai pembatalan
pendaftaran merek terkenal dapat pula dilihat pada

Putusan Makhamah Agung Nomor 27 4 PttJPdV2003

lentang Pembatalan Pendaftaran Merek Terkenal

Prada.

Gugahn Pelanggaran Merek
Gugatan pelanggaran merek dapat diajukan oleh

pemilik merek terdaftar apabila hak atas mereknya

dipergunakan oleh pihak lain tanpa iiin darinya.

Gugatan tersebut dilakukan karena terdapat
pelanggaran tefiadap hak eksklusif. Alasan yang

dapat diladikan dasar gugatan karcna pihak lain

tersebut telah mempergunakan merek yang
mengandung persamaan pada pkoknya atau pada

keseluruhannya. Gugatan tersebut diajukan pada

Pengadilan Niaga. Hal itu sebagaimana diuraikan
dalam PasalT6 ayat (1)dan (2)yang menyatakan :

(l) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan
gugatan terhadap pihak lain yang secara lanpa
hak menggunakan Merek yang mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
untuk barang ataujasayang se,ienis berupa:
a. Gugatan gantirugi, dan/atau
b. Penghentian semua perbuatan yang

berkaitan dengan penggunaan Merek
tersebut.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan kepada Pengadilan Niaga.
Pihak lain dalam ketenfuan di atas adalah pihak

ketiga selain pemilik atau pemegang hak atas merek
dan penerima lisensi. Pihak ketiga tersebut berada di
luar hubungan hukum yang terjadi antara pemilik

I

2 Csavera.2009. l5Kasuss€ngketat{eGkdilndon6la,Yogayskatu, Grahallrnu.2009, hkn.71
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merekselakupemberi lisensidan penerima lisensi.

Atas dasar ketenfuan tersebut, pemilik merek

dapat meminta dalam gugatannya berupa I
a. pembayaran ganti kerugian (damages) yakni

pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi

aias pelanggaran yang dilakukan, gan$ rugi

lazimnya didasarkan pada jumlah yang
seyo{,yanya diperoleh oleh pemilik merek, lika
tidak terjadi pelanggaran;

b. pembayaran ganli rugi berupa keuntungan yang

seyogyanya diperoleh (acaunt of profitl, yakni
pengembalian berupa pembayaran setiap
keuntungan dan penghasilan yang diperoleh si
pelanggar dari penggunaan merek yang memiliki
persamaan pada pokoknya atau secara
keseluruhan dengan merek penggugat;

c. meminta putusan sela pengadilan (injunction)
yang berupa larangan bagi si tergugat untuk
meneruskan perbualannya melanggar hak
penggugat.

Dalam gugatan pembayaran ganti rugi
(damages), penggugat harus dapat membuktikan
bahwa perbuatan tergugat telah mengakibatkan
kerugian bagi dirinya dan ganti rugi tersebut
dimaksudkan untuk meletakkan posisi penggugat

seolah-olah seperti sebelum terladinya pelanggaran.

Gugatan keuntungan yang seyogyanya diperoleh
(a*ount of proft) membuat penggugat harus dapat
memastikan berupa keuntungan yang diperoleh
tergugat pada saat tergugat melakukan pelanggaran,

namun dengan mengesampingkan faktor-faktor lain
yang tidak terkait dengan pelanggaran merek.'Pada
dasarnya kerugian yang diderita si pemilik merek
karena pelanggaran hukum dapat berupa hilangnya
keuntungan yang seharusnya diperoleh, termasuk
kesempatan melisensikan hakmereknya.

Pasal 78 ayat ('l) UUM menegaskan bahwa
selama masih dalam pemeriksaan dan untuk
mencegah kerugian yang lebih besar, atas
permohonan pemilik Merek atau penerima lisensi
selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan
tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran

dan/atau perdagangan barang atau jasa yang
menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
Sedangkan Pasal 78 ayat (2) UUM menegaskan,
dalam hal tergugatdituntutluga menyerahkan barang

dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang

atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah
putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum

tetap. Jika para pihak tidak puas dengan keputuan

Pengadilan Niaga tersebut, dapat mengajukan kasasi

ke MakhamahAgung (Pasal79 UUM).

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81

UUM, baik gugatan pembatalan pendaftaran merek

ataupun gugatan pelanggaran merek diajukan

kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah

hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Apabila

tergugat bertempat tinggal di luar wilayah lndonesia,
gugalan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat. Alasan yang dapat dijadikan

dasargugatan dalam hal ini adalah pihak lain tersebut

telah beritikad tidak baik dalam menggunakan

mereknya atau pelanggaran terhadap penggunaan

merekyang mengandung persamaan pada pokoknya

atau keseluruhannya. Pasal 6 ayat ('l) a UUM

menyatakan;'Permohonan pendaftaran merek harus

ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek

tersebut mempunai persamaan pada pkoknya atau

keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah

terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa
yang sejenis'.

Sistem konstitutif yang dianut dalam UUM

mengandung konsekuensi bahwa perlindungan

merek diberikan jika tedaftar secara sah pada

negara. Jika suatu merek telah terdaflar secara sah,
maka barang siapa yang menggunakan merek yang

bersangkutan harus mendapatkan izin dari
pemiliknya. Jika ada orang yang menggunakan suatu
merek tanpa seizin pemiliknya, maka telah terjadi
pelanggaran hak merek. Pelanggaran hak merek
terjadi manakala terjadi pelanggaran hak eksklusif
merek yang meliputi dua hal yakni hak untuk
menggunakan suatu merek dan hak untuk
memberikan izin pada orang lain untuk menggunakan
mereknya.

Berdasarkan Yurisprudensi Makhamah Agung,
dalam putusannya No. 279 Pl@dUl992 Tanggal 6
Januari 1998, deskripsi suatu merek yang sama pada
pokoknya atau keseluruhannya adalah: 

s

1 . Sama bentuknya(Siniliaity of Forn);
2. Sama komposisinya ( Simr/lanty ot Com position) ;
3. Sama kombina si ( S inilia ity of Co nbinatio n) ;

yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim 4. Sama unsur elemen (Simili a tity ot Ele nents)
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7

Persamaan bunyi ( Similiarity of Sounds);
Percamaan ucapan (Phoneticot Siniliaffi;
Persamaan penampilan ( Similarrh Appeanncel.

Sedangkan menurut Dadang lskandarfaktor yang

digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan

adanya persamaan pada pokoknya yaitu persamaan

bentuk (srm/anly ofappearance), istilah asing (foretgn

lerms), persamaan konotasi (similarity of
oonnotation), pemamaan kata dan tanda gambar

(world and picture marks), persamaan bunyi

lsinllaity of sound). Dalam persamaan bentuk
(srnllaity of appeannce), pertimbangan utama
persamaan pada pokoknya terletak pada kesan visual
(vianl inpnesion) secara keseluruhan dari masing-

masing benfuk Merek.6

Bentuk-bentuk pelanggaran merek terkenal
dalam bentuk persamaan pada
pokoknya/keseluruhannya dalam praktek adalah':
1. Penggunaan merek suatu produk barang dan atau

jasa yang tidak sejenis yang dapat menyesatkan
konsumen, contoh, penggunaan merek Sony

berikut inisialnya untuk produk makanan kecil,

underweardan sebagainya;
2. Penggunaan nama-nama asing sebagai merek,

seperii, nama Louis, Karl, dan sebagainya;

3. Penggunaan merek secara tanpa hak unfuk
barang atau jasa yang sejenis, contoh, Charles
Joudan untuk produk tas dan dompet;

4. Penggunaan material (bahan) dan juga peniruan

model produk dengan inisial merek terkenal,
contoh penggunaan corak materi (bahan),
accessories sampai model yang sama dengan
tas merek YS[, Lour.s Vurtton yang asli (genurhe
product);

5. Pencanluman indikasi asal yang dapat
menyesatkan konsumen, oonloh, Made ln ltally,
Made I n J apan ; dan sebagainya;

6. Penggunaan Character Merchandising baik untuk
merek maupun langsung diterakan dalam
berbagai produk mainan, peralatan sekolah dan
lain-lain, contoh, karakter l,Yinnrb The Pooh,
Iweetydan sebagainya;

7. Peneraan merek terkenal oleh pihak pembeli
(termasuk pembeli asing) terhadap produk-

Agung Sujatrniko, Petwdlf/l lllkwn l/8r.ek Te*enal

produk yang dibeli secara kosongan dan lepas di

lndonesia dengan tujuan untuk dijual kembali,

contoh dalam kasus jual beli kosongan lepas tas-

tas dari Tanggulangin dan iuga dalam lual beli

kosongan perhiasan dari perakdan berbagai hasil

keraiinan lndonesia lainnya.

Persamaan bentuk pada dasarnya tidak
mempersoalkan persamaan atau perbedaan masing-

masing unsumya. Cukup dapat dikatakan terdapat
persamaan pada pokoknya jika konsumen mendapat

kesan bahwa suafu merek yang palsu secara visual

terkesan seperti aslinya. Kesan visual itu muncul

dengan cara menggeneralisir keseluruhan unsur

tanpa membedakan variasi unsumya, seperti
misalnya dengan membandingkan merek Qulrsf
dengan merek Sguirl untuk produksofidrink Kedua

merek tersebut menampilkan kesan visual yang

secara keseluruhan hampksama sebagai prcduksoft

drink, meskipun unsur-unsur mereknya yang berupa
nama, kata atau huruthurufnya berbeda. Begitu luga
dalam perbandingan merek lain misalnya antara

Car0brdengan merek Catlrerunfuk produk kosmetik,

atau merek Iomado dengan merek Vomado untuk
prcduk mesin-mesin elektrik.o

MenurutAhmad M Ramli dan MuhamadAmirulloh
persamaan pada pkoknya dianggap sudah terwujud

apabila merek tersebut mempunyai kemiripan
(ldenticafl atau hampir mirip (neady rcsemb/es)
dengan merek orang lain. Unfuk menenfukan adanya
kemiripan tersebutdapatdidasarkan pada :'
1 . Kemiripan persamaan gambar (logo) .

2. Hampir mirip atau hamph sama susunan kata,
wama atau bunyi.

3. Tidak mutak ditegakkan faktor barang harus
sejenis dan safu kelas dapat dijadikan satu
patokan, namun faKor ini bisa dikembangkan
bedmar faktor kaitan hubungan barang (related

wifitgoods).

4. Pemakaian merek tersebut menimbulkan
kebingungan yang nyala (dual confusionJ atau
menyesatkan konsumen.

Atas dasar itu, dalam doktdn identjca I alau nearly
resemD/es yang paling fundamental dinilai adalah

6
I
I
0

DeEhfi{.hr,"eB0mamPad8@, Gooe&.Coot6Js Ed2q}9,t*n3.
R$ntJsEd, 0p. CX., , lin73.
ME brr'{ar, qB Ca, hhr 3.
lrmld lr. Rfl{ dan ltuhalEd At*tfoll, ?.lftdu{ao Med( O ltdotoda Ds&m Tod &0 Prald('. Juad rruturn ffi thlftrlb Pa*Ftan,
8adng, !U. 1., l.lo 3, O€senbe(A@, hh. 210.
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maksud dan niat membonceng kemasyuran dan

reputasi merek orang lain. Pemakaian merek yang

mirip dengan orang lain dilakukan berdasar itikad

tidak baik (bad farth) guna mengambil keuntungan

secara tidak lujur. Hal itu dapat dilihat dari
yurisprudensi merek Gucr;i dan Hitachi.'0

Berbagai macam kasus pelanggaran merek

tersebut pada umumnya dilakukan dengan
mendaftarkan merek yang menggunakan tanda yang

sama pada pokoknya atau keseluruhannya. Setelah
pendaftarannya diterima, akan digunakan dalam
produksi barang atau jasa. Kesalahan dalam hal ini

sebenamya tidak hanya pada pelanggar tetapi juga
pada aparat pemeriksa merek. Kesalahan ilu karena

kurangb teliti dan cermat dalam pemeriksaan

subtantif terkait dengan pendaftaran merek yang

dilakukan oleh pelanggar. Merek yang seharusnya

ditolak pendaftarannya, tetapi oleh aparal pemeriksa

merek didaftar, sehingga merugikan pemilik merek
yang sebenarnya." ltu menunjukkan bahwa
profesionalisme bagi aparat pemeriksa merek mutlak

diperlukan, sehingga akan mengurangi kasus-kasus

serupa. Jangan sampai hal ifu menghambat program

Ditlen HKI untuk memberikan pelayanan yang baik
bagi masyarakat dalam bidang pendaftaran hak atas
merek. Seringnya Ditjen HKI dijadikan sebagai
tergugat membuktikan bahwa selama ini memang
kineria aparat pemeriksa merek belum optimal dan
maksimal. lni merupakan suatu tantangan bagi aparat
Di(en HKl, khusgsnya pemeriksa merek untuk
memberikan pelay{ran terbaik bagi pendaftar merek,
sehingga ke depan.kasuskasus pelanggaran merek
yang disebabkan karena kesalahan dan kekeliruan
pemeriksa merek bisa dikurangi.
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UU No. 15/2001 tentang MerekSimpulan
Penegakan hukum pelanggaran merek terkenal

dilakukan dengan mengajukan upaya hukum
pengajuan penetapan sementara ke pengadilan,
pengajuan gugatan pembalalan dan gugatan
pelanggaran ke Pengadilan Niaga. Upaya hukum
penetapan sementara dapat ditempuh oleh pemilik

merek, sedangkan upaya gugatan pembatalan dan
pelanggaran dapat dilakukan oleh pemilik merek dan
penerima lisensi. Penegakan hukum tersebut dapat
dilakukan secara bersamasama unfuk menghemat
biaya, waktu dan tenaga.
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Saran
Untuk memperlancar pelaksanaan perianjian

lisensi merek terkenal, maka Keppres tentang Lisensi

sebagai amanat UUM perlu segera dibuat.
Keberadaan Keppres tersebut dapat berguna untuk

memudahkan pelaksanaan perianjian lisensi merek.


